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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas telah 

dicantumkan dalam undang-undang Dasar 1945, penegakan hukum 

merupakan suatu proses tercapainya keinginan dalam hukum agar terwujud 

dan menjadi kenyataan kemudian dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat 

Indonesia. Pada era ini masyarakat Indonesia sangat menginginkan adanya 

penegakan hukum yang berwibawa, penuh dengan keadilan,ketentraman, dan 

kedamaian didalam jiwa, maka dari itu pemerintah memberikan fasilitas husus 

untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku kriminal agar meraka jera dan 

tidak mengulangi perbuatannya kembali dengan adanya lembaga yang sering 

kita sebut lembaga pemasyarakatan. 

Salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia adalah adanya 

Lembaga pemasyarakatan yang didalamnya terdiri dari aparat lapas dan 

narapidana, sering dikenal dengan sebutan penjara, hukuman penjara pada 

jaman dahulu sering disebut dengan dengan penindasan yang hukumannya 

ditentukan sesuai ketentuan dan kemauan pihak yang berkuasa, berbeda 

dengan saat ini sesuai dengan adanya undang-undang nomor 12 tahun 1995 

pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang pemasyarakatan atau sering disebut 
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dengan istilah lapas yang merupakan tempat diberikannya pembinaan dan 

anak didik pemasyarakatan. 

Berdasarkan pengertian Lembaga pemasyarakatan tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum dalam 

penerapan hukuman terhadap narapidana sudah tidak lagi memakai sistem 

pemenjaraan melainkan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sitem 

pemasyarakatan adalah suatu pembenahan mengenai arahan dan batasan 

terhadap pembinaan warga binaan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan 

secara terpadu antara pembina dengan masyarakat guna meningkatkan 

kualitas warga binaan sagar mereka dapat menyadari kesalahannya , 

memperbaiki diri, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya 

sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat , dan kembali aktif  

berperan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 

Namun demikian narapidana tetaplah manusia, hanya saja dalam 

waktu sementara harus terpisah dari masyarakat yang tentunya hal ini tidak 

menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan 

sebagai terpidana itu sendiri, walaupun didalam lembaga kemasyarakatannya 

telah hilang kemerdekaannya tetapi narapidana masih memiliki hak sebagai 

warga negara yang masuk dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 pasal 28G Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas 

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
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ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupkan 

hak asasi.” 1 

Salah satu kejahatan yang sering dilakukan narapidana adalah terjerat 

kasus narkoba , diantaranya penyalahgunaan , pengedaran, dan  

penyelundupan, Narkoba  adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman , baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menimbulkan 

penurunan perubahan kesadaran , hilang rasa, mengurangi bahkan 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat 

di bedakan menjadi beberapa golongan bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba 

yang sesuai dalam Undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Meskipun Narkotika bermanfaat untuk kesehatan , namun apabila 

disalahgunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan berkibat fatal, 

terlebih jika dibarengi dengan adanya pengedaran narkotika secara gelap dan 

terselundup yang bakan memberikan efek negatif terhadap masyarakat 

khususnya generasi muda dan anak-anak  yang menanggung resiko lebih 

besar bagi kehidupan dimasa yang akan datang , dan nilai bangsa,norma, 

sosial, dan budaya bangsa pada akhirnya dapat menurunkan nilai ketahanan 

nasionalisme. 

 

 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal  28 bagian G Ayat (1) 
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Angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang di update pada 

tanggal  10 Februari 2022 sempat menembus angka 3-4 juta pengguna 

narkoba, atau skitar 1,8 persen dari seluruh penduduk Indonesia ,rata- rata 

usia yang rentan mengkonsumsi barang haram tersebut sekitar 15- 64 tahun, 

Berikut data kualifikasi naik turunya  kasus narkoba 3 tahun kebelakang di 

Indonesia : Pada tahun 2019 kasus narkoba mengalami pengingkatan hingga 

0,03%  sehingga tercatat 3,41 juta jiwa pengguna narkoba pada saat itu, dan 

63% diantaranya merupakan pengguna Ganja. Dari angka 3,6 juta pengguna 

narkoba 70% diantaranaya berusia 16-65 tahun (masyarakat dalam usia 

produktif). Pada tahun 2020 BNN mencatat jumlah tersangka pengguna 

narkoba di Tanah Air sebanyak 5,5% atau sekita 275 Juta jiwa, angka ini 

mengalami kenaikan drastis karena pada saat itu hampir diseluruh dunia 

menggunakan narkotika. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali 

pennguna narkoba sebesar 0,15 % sampai 1,95% atau sekitar 3,66 jiwa 

diketahui mengkonsumsi narkoba.2 

Badan Narkotika nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah menyebut, 

sekitar 80 persen peredaran narkoba di Jawa Tengah melalui jalur laut sisanya 

melalui jalur darat, disebutkan bahwa Semarang merupakan kota dengan 

tingkat pengedaran narkoba terbanyak di Jawa Tengah, kemudian disusul oleh 

                                                           
2 http:m-antaranews-com.cdn.amproject.org/v/s/m.antaranews.com Kamis,10 februari 2022 pukul 

17:23 
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Jepara dan Solo , Selama tahun 2021 pihak BNNP telah mengungkap 1.200 

kasus narkoba jenis ganja dan Sabu. 

Adapun jumlah warga binaan di Lapas Kelas 1 Kedung pane 

Semarang pada tahun 2021  sejumlah 560 orang dan hingga saat ini sudah 

mencapi 1722 orang, itu artinya lapas mengalami over kapasitas penghuni, 

jika dilihat dari jumlah narapidana, aparat lapas tahanan belum sepenuhnya 

berhasil mengupas tuntas mengenai bemberantasan penyalahgunaan narkoba 

oleh narapidana  yang dilakukan secara menyelundup , lembaga masyarakat 

ini yang harusnya menjadi tempat pembinaan atau rehabilitas dan mampu 

memberikan pembinaan terhadap warga binaan, namun dalam kenyataannya 

masih banyak sekali terjadi kasus penyelundupan narkotika didalam lembaga 

pemasyarakatan ini. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah 

disampaikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM APARAT LAPAS  TERHADAP 

PENYELUNDUPAN NARKOBA OLEH SESAMA NARAPIDANA DI 

DALAM LAPAS KELAS 1 KEDUNG PANE SEMARANG”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah digunakan dengan tujuan membantu melakukan  

penelitian  secara  tepat pada sasaran sesuai dengan target. Agar penelitian ini 

dapat dilakukan dengan baik dan tetap fokus pada tujuan penelitian sehingga  

pembahasan yang di dalami peneliti tidak keluar dari tema topik yang dibahas 

yaitu penegakam hukum terhadap penyelundupan narkoba di dalam Lapas 

kelas 1 Kedung Pane Semarang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran dari latar belakang sebelumnya,maka penulis 

merumuskan pokok permasalah yang akan di bahas dalam pembahasan 

penelitian yaitu : 

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyelundupan 

narkoba di dalam lapas kelas 1 Kedung Pane Semarang? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap 

penyelundupan narkoba di dalam lapas kelas 1 Kedung Pane Semarang? 
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D. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran yang dapat digambarkn sesuai  dalam susunan 

penelitian skripsi adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : 

Aparat  Lapas  atau yang sering kita sebut dengan istilah sipir 

merupakan petugas Lembaga pemasyarakatan yang sering dikenal dengan 

sebutan penjara, hukuman penjara pada jaman dahulu sering disebut dengan 

dengan penindasan yang hukumannya ditentukan sesua ketentuan dan 

kemauan pihak yang berkuasa, berbeda dengan saat ini sesuai dengan undang-

undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang 

pemasyarakatan atau sering disebut dengan istilah lapas yang merupakan 

tempat diberikannya pembinaan dan anak didik pemasyarakatan. 

Aparat Lembaga 

Pemasyarakatan 
Tugas Dan kewajiban 

Aparat Lapas 

UU Nomor 35 tahun 2009 

tentang narkoba Jenis – Jenis Narkoba 

Upaya Penegakan Hukum 
Penyelundupan Narkoba 

Kendala dalam penegakan 

hukum 
Solusi  dalam menangani kendala 



8 
 

Salah satu dari tugas dan kewajiba aparat lembaga pemasyaraktan 

adalah menjaga dan mengawasi pergerakan narapidana di dalam sel tahanan 

maupun di lingkungan lapas agar tidak melalukan hal-hal aneh yang dapat 

melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba di dalam lapas tahanan, 

karena jika barang haram tersebut sudah disalahgunakan makan kan 

menimbulkan efek negativ bagi masyarakat sekitar dan untuk dirinya sendiri. 

Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba 

yang nantinya akan disalahgunakan oleh narapidana didalam lapas, kemudian 

aparat lapas menerapkan sistem penegakan hukum yang bertujuan 

memberantas terjadinya penyelundupan narkoba oleh narapidana didalam 

lapas kelas 1 Kedung Pane Semarang. 

Dalam menerapkan sistem ini tentunya banyak sekali hambatan atau 

kendala yang menjadi penghalang untuk berjalannya sistem penegakan hukum 

yang diterapkan oleh aparat lapas, disisi lain tidak lupa aparat lapas 

menerapkan suatu kehiatan sebagai solusi dalam menghadapi kendala atau 

hambatan yang dapat memicu kelancaran penegakan hukum terhadap 

penyelundupan narkoba di dalam Lapas tersebut. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah tentang apa yang akan dicapai melalui proses 

berjalannya penelitian ,dalam hal ini tujuan dari sebuah penelitian ini 

adalah : 

a) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan aparat lembaga 

pemasyarakatan dalam menegakan hukum terhadap penyelundupan 

narkoba di lapas kelas 1 Semarang. 

b) Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi aparat lembaga 

pemasyarakatan dan bagaimana solusinya dalam menegakan hukum 

terhadap penyelundupan narkoba di lapas kelas 1 Semarang. 

F. Manfaat Penelitian 

 Bila sudah tercapai tujuan dari penelitian, maka disini ada beberapa 

manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, diantaranya : 

a) Manfaat Teoris 

1. Manfaat ini sebagai salah satu manfaat untuk menyelesaikan program 

sarjana Strata 1 (satu)  pada Fakultas Hukum Unisversitas Stikubank 

Semarang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu, dan 

pengetahuan, umumnya untuk masyarakat mengenai wawasan terkait 
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dengan upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba 

oleh sesama narapidana di Lapas Kelas 1 Kedung Pane Semarang. 

b) Praktis 

1. Dari segi akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman 

sebagai salah satu ide pemikiran pengembangan ilmu hukum pidana 

dan dapat dijadikan titik tolak ukur pagi para peneliti selanjutnya. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk  lebih  mengetahui isi  dari penelitian secara umum, dapat kita 

simak  sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini dapat diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan 

masalah, tujuan dan maanfaat penelitian ,  bab ini merupakan landasan 

pikiran untuk bab yang akan dibahas selanjutnya. 

2. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang tinjaun pustaka baik umum maupun khusus 

mengenai apa saja yang ada kaitannya dengan kasus, seperti pengertian 

umum dari narkoba dan lembaga pemsayarakatan, serta dasar hukum dari 

kasus yang akan di bahas. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Gambaran dalam bab ini kita akan membahas tentang metode penelitian 

apa yang akan kita pakai dalam penulisan skripsi, meliputi : tipe 
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penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, dan 

metode-lain yang akan digunakan. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan analisa data mengenai 

Penegakan hukum Terhadap penyelundupan narkoba di lapas kelas 1 

Semarang , Kendala/ Hambatannya, serta  bagaimana upaya mengatasinya 

agar penegakan hukum yang  dilakunkan oleh aparat kemasyarakatan 

berjalan lancar. 

5. Terakhir BAB V  PENUTUP  

Dalam bab penutup ini terdapa 2 bagian diantaranya:  

1) Kesimpulan 

Secara Umum kesimpulan merupakan ringkasan pernyataan yang 

diambil dari keseluruhan hasil penelitian ,kesimpulan menjadi bagian 

penting dalam suatu analisis atau penelitian karena memuat seluruh 

inti pembahasan secara singkat, padat dan jelas. 

2) Saran  

Saran merupakan suatu ungkapan yang diberikan kepada pembaca 

terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan  berupa bendapat, yang 

dapat memberbaiki kekurangan dalam berjalannya penelitian. Dan 

tidak lupa di akhir halaman melampirkan Daftar Pustaka sebagai 

sumber informasi yang telah kita dapat, dan lampiran khusus berupa 
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dokumentasi sebagai salah satu bukti nyata bahwa peneliti telah 

melakukan penelitian secara nayata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


